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TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERUBAHAN RENCANA KERJA

Menimbang :

PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATIREJO,

bahwa Pemerintah Kalurahan telah Menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 sebagai
Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2019-2024 dalam rangka perencanaan
pembangunan Kalurahan yang mencakup bidang
penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan
pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan
Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
bahwa dikarenakan terjadi perubahan kebijakan dari
Pemerintah maka perlu melakukan perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Kalurahan Jatirejo Tahun 2021;

bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Jatirejo tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
2021 telah dibahas dan disepakati Bersama Badan
Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo dalam

Musyawarah Kalurahan Khusus;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, b, dan ¢, perlu menetapkan
Peraturan Kalurahan Jatirejo tentang Perubahan

Pertama Atas Perubahan Rencana Kerja



Mengingat

Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-
Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam
lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu

Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Peraturan di Desa;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016

tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16
Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2020 tentang Lurah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
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Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang
Produk Hukum di Desa;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018
tentang  Pedoman Penatausahaan = Administrasi
Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2018
tentang Perlindungan Masyarakat;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa
pada BUMDesa;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2018
tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
Desa, dan Keadaan Darurat Desa,

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
dalam Kewenangan Desa;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan
Pelaporan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Kalurahan;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan,;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019
tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan
Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah
Kalurahan;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan;

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah



Kalurahan;

34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Kalurahan,

35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020
tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan
Kalurahan;

36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

37. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatirejo
Tahun 2019-2024;

38. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

39. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 5 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal)
Tahun 2021;

40. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Jatirejo;

41. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 10 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Jatirejo Tahun Anggaran 2021;

42. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jatirejo
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan (RKP-Kalurahan) Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO
dan
LURAH JATIREJO



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1.

Kalurahan adalah Kalurahan Jatirejo adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan,
pelaksanaan pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan
Kalurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
Pemerintah Kalurahan Jatirejo adalah Lurah dan Pamong Kalurahan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Lurah adalah Lurah Jatirejo.

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK
adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo.

Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah
Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya
disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan
Kalurahan yang didanai oleh Anggara Pendapatan dan Belanja Kalurahan,
swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.
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Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan
Permusyawaratan Kalurahan.

Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan
yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan
Badan Permusyawaratan kalurahan dan unsur masyarakat serta
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.

Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan
asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut
APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Kalurahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya
disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana kegiatan Pembangunan
Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP
Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, dan
pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
selanjutnya disebut ADK adalah dana

Alokasi Dana Kalurahan,
/Kota dalam Anggaran Pendapatan

perimbangan yang diterima Kabupaten

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi

Khusus.



19. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain
adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan
mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

20. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang
menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah

melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
Pasal 2

(1) Perubahan Kedua RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2021 adalah merupakan
landasan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kalurahan
dalam jangka waktu Tahun 2021.

(2) Perubahan Kedua RKP Kalurahan Jatirejo Tahun 2021 digunakan sebagai
pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Perubahan Kedua RKP Kalurahan Tahun 2021 berikut matriknya
sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.



Ditetapkan di Jatirejo

Diundangkan di Jatirejo

Pada tanggal 17 Februari 2021
AN KU\
‘:\‘)Q \"\/CA e ,4 TIREJO,

LEMBARAN KALURAHAN JATIREJO TAHUN 2021 NOMOR 6
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON LENDAH
KALURAHAN JATIREJO

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIREJO
DAN
LURAH JATIREJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JATIREJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 5/PB/BPK /2021
NOMOR: 5/PB/PEMKAL/2021

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2021

Pada hari ini, Rabu Tanggal tujuh belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan Jatirejo, dalam Rapat Paripurna

Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten
Kulon Progo.

MENYETUJUI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten
Kulon Progo tentang Perubahan Pertama Atas Perubahan Re

ncana Kerja
Pemerintah Kalurahan Tahun 2021.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani lersama oleh
Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatirej

0 Kapanewon Lendah
Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten
Kulon Progo.

KETUA




